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RESUME HASIL PEMERIKSAAN

ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDAN GAN
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

(BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tanggal 31

Desember 2011 serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada

tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tahun 2011 yang memuat
opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 20.afLHP~LKPD/XD(_KUP/2012
tanggal 28 Juli 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern
Nomor 20.b&HP-LKPD/XD(.KUP/2012 tanggal 28 Juli 2012.

emerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan
bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang

dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun,

berpengaruh langsung
pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba

Barat tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap
keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak
menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam
pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat. Pokok-pokok temuan [ketidakpatuhan, kecurangan dan
ketidakpatutan] adalah sebagai berikut.
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Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba

Barat antara lain agar:

| Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga segera
mempertanggungjawabkan dengan menyetor ke Kas Daerah atas pengeluaran
Belanja Modal Tanah yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar

Rp25.000.000,00.
Memerintahkan Kepala Dinas PPKD dan Kepala Dinas PU, Pertambangan dan
Energi masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 serta Kepala Dinkes, Kepala
Perhubungan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan,
Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas
Pertanian dan Perkebunan, Direktur RSUD, Kepala Badan Lingkungan Hidup, dan
Kepala Pemberdayaan Perempuan dan KB masing-masing  sebesar
Rp10.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp120.000.000,00 untuk segera

menyetorkan ke kas daerah.

Memerintahkan Ketua Tim Pendiri untuk meminta Kepala Pelaksana Sdr.YLA
untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp136.720.412,80 sesuai ketentuan

yang berlaku.

(V)

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam Japoran mni.

Kupang, 9 Juli 2012
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